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ABSTRACT

The problem in a narcotics crime has become a problem for the
nation and citizens in the wolrd which is always a topic of conversation.
All over the world, the problem of narcotics abuse certainly results in
physical damage, mental damage, emotions and public atitudes. The
problem of narcotis abuse has threarened society and the nation so that it
becomes an organized ceime in the national and international scope.
Yogyakarta is facing a similar situation, so based on thos background,
the authors carry out a research entitled: “DUALISM IN HANDLING
NARCOTICS CRIME (COMPARATION BETWEEN BNN AND
POLDA DIY)”. Through this thesis, the author explains how the
handling of criminal law regarding narcotics crime in Indonesia,
especially in the Special Region of Yogyakarta (DIY) will be sought.
And what is the form of coordination of narcotics crimes in Indonesia,
especially in the Province of the Special Region of Yogyakarta (DIY).

In this study, using field research by interviewing BNNP and
POLDA DIY officers in the prevention and control of narcotics, with
analytical descriptive nature animed at solving facts that exist in the
community. This is based on data sources Law number 35 of 2009,
applicable regulations and books regarding this research. And finally,
with the accumulation of dara, applying observations and analyzing data
qualitatively which explains the data obtained.

This research concludes about the efforts made by BNNP and
POLDA DIY in handling narcotics crimes, namely investigating,
eradicating abuse and illicit trafficking of narcotis and narcotis
precursors, while in coordination, BNNP and POLDA DIY are both
informed regarding the handling carried out in prevention and
eradication of abuse and illicit trafficking of narcotis and narcotis
precursors. The efforts to prevent narcotics by BNNP DIY are in
accordance with law Number 35 of 2009 concernign Narcotics. Although
the other norms are in addition to the Narcotics Law and there is no
overlap between laws. The efforts made by the National Police are efforts
to prevent and control narcotics by the Police, especially the DIY
Regional Police, in accordance with Law Number 35 of 2009 concerning
Narcotics, Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropics, Law
Number 36 of 2009 concerning Health and Law Number 2 of 2002
concernign the Indonesia National Police.

Keywords: Drugs, Handling, Forms of Coordination, BNNP and
POLDA DIY.



ABSTRAK

Permasalahan dalam suatu kejahatan tindak pidana narkotika
telah menjadi persoalan bangsa dan warga negara di dunia yang selalu
menjadi  topik pembicaraan. Di seluruh dunia permasalahan
penyalahgunaan narkotika tentunya sangat mengakibatkan kerusakan
secara fisik, kerusakan mental, emosi dan sikap masyarakat.
Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah mengancam masyarakat
dan bangsa sehingga menjadi suatu kejahatan yang terorganisir dalam
lingkup nasional maupun dunia internasional. Yogyakarta menghadapi
hal serupa, maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengakat
penelitian dengan judul : “ DUALISME PENANGANAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA (KOMPARASI ANTARA BNNP DAN
POLDA DIY) . Melalui skripsi ini akan dicari kejelasan tentang tindak
pidana narkotika oleh BNNP dan POLDA DIY, serta bentuk koordinasi
penanganan antar keduanya.Terkait judul skripsi ini, Penulis
menjelaskan bagaimana penanganan hukum pidana mengenai tindak
pidana narkotika di Indonesia, kuhusnya di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) dan bagaimana bentuk koordinasi tindak pidana
narkotika di Indsonesia, khususnya di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY).

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan
mewawancarai petugas BNNP dan POLDA DIY dalam pencegahan dan
penanggulangan narkotika, dengan sifat deskriptip analitik bertujuan
memecahkan fakta yang ada di masyarakat. Hal ini berpaku oleh sumber-
sumber data Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009, peraturan yang
berlaku dan buku-buku yang mengenai penelitian ini. Dan yang terakhir
dengan akumulasi data menerapkan observasi dan menganalisi data
secara kualitatif yang menjelaskan data-data yang didapat.

Penelitian ini menghasilkan kesimpul tentang upaya-upaya yang
dilakukan oleh BNNP dan POLDA DIY dalam penanganan tindak
pidana narkotika yaitu menyelidikan, memberantas penyalahgunaan
serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sedangkan
dalam koordinasinya BNNP dan POLDA DIY sama-sama
memberitahukan terkait dengan penanganan yang dilakukan dalam
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap
narkotika dan prekursor narkotika. Upaya pencegahan natrkotika oleh
BNNP DIY sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. Meskipun norma-norma yang lain yaitu sebagai



tambahan dari Undang-Undang Narkotika dan tidak ada tumpang tindih
antar Undang-Undang. Upaya yang dilakukan Polri adalah upaya
pencegahan dan penanggulangan narkotika oleh Polri khususnya
POLDA DIY sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun
2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang
Psikotropika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
dan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Kata Kunci : Narkoba, Penanganan, Bentuk Koordinasi, BNNP dan
POLDA DIY.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika secara etimologi ialah berasal dari kata marke
(bahasa Yunani) yang artinya terbius sehingga mengalami mati
rasa atau sama sekali tidak merasakan apa-apa. Narcotic adalah
a drugs that dulss the sense, relieves pain, induces sleep, and can
produce addiction in varying degrees (sebuah obat yang
menghilangkan indra, meredakan rasa sakit, menginduksi tidur,
dan dapat menghasilkan kecanduan dalam berbagai tingkat.
Maka dari itu, penggunaan narkotika selain untuk pengobatan
dapat menyebabkan ketergantungan (addiction/craving).

Narkotika menurut M Ridha Ma’roef dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika Pasal 1 ayat
(1) menyebutkan bahwa Narkotika terbagi menjadi dua jenis
yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam
katagori narkotika secara sempit adalah narkotika alam sebagai
candu, morphine, heroin, ganja (Cannabis sativa), hashish (daun
dan pucuk bunga dari tanaman cannabis sativa atau cannabis
indica), codein (berasal dari tanaman morphine), cocain.

Sedangkan narkotika secara luas adalah narkotika sintetis yang

Y Irwan Jasa Tarigan, Narkotika dan Peenanggulangannya (Yogyakarta: CV
Budi Utama, 2012), him. 22.



didalamnya ialah Hallucinogen (halusinasi), Depressant
(depresi) dan stimulant (efek samping).2

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata wewenang
disamakan dengan dengan kata kewenangan, yang mana artinya
sebagai hak dan sebuah kekuasaan untuk melakukan tindakan,
kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan
tanggung jawab kepada orang/badan lain.

Bagir Manan, menuturkan dalam Hukum Tata Negara,
kekuatan mewujudkan kekuasaan untuk menjalankan sesuatu
atau tidak. Kekuasaan ini memuat arti hak dan kewajiban. Hak
ini mengandung kebebasan untuk melaksanakan atau tidak
melaksanakan suatu tindakan terbatas atau menyalahkan pihak
lain untuk melakukan tindakan tersebut. Kewajibannya harus
mepraktikkan atau tidak mempraktikka tindakan tertentu dalam
hukum administrasi negara, kekuasaan pemerintah Yyang
diciptakan dari sistem peraturan perundang-undangan terdapat
melalui aturan yaitu delegasi,mandat dan atribusi.*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika mengamanatkan disusunya BNN yang lebih

oprasional ~ dan ~ mempunyai  kewenangan  penyidikan

2 Muhammad Igbal ratu bangsawan, Implementasi Pemusnahan Barang Bukti
Narkotika (Sumatra Selatan: Yayasan Institusi Studi Ekonomi dan Kewirausahaan,
2019), him. 20.

3 Kamal Hidjaz, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem
Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Makasar:Pustaka Refleksi, 2010), hIm.35.

4 Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka
Otonomi Daerah, (Bandung:Fakultas Hukum Unpad, 2000), him. 1-2.



penyalahgunaan  narkotika dan  perkusour  narkotika.
Kewenangan penyidikan ini ialah merupakan kewenangan Polri.
Inilah kewenangan selain memperkokoh kelembagaan BNN,
sekaligus memunculkan adanya kekhawatiran dalam penyidikan
yang tidak sehat antara BNN dan Polri,> Badan Narkotika
Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga
pemerintah non kementerian selain bertugas dalam hal
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika dan perkusour narkotika, juga melaksanakan
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap psikotropika dan bahan adiktif lain.® Wewenang BNN
dalam penyidikan narkotika tertutai dalam (PP 1/2009 yang
disingkat) atau menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan
Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009
Tentang Syarat peraturan dan Susunan Tata Cara Pengangkatan
dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional.

BNN mempunyai kewenangan dalam memberantas
penyalahgunaan dan peredaraan gelap narkotika. Dalam
menjalankan tugas tersebut BNN diberikan wewenang untuk
melaksanakn  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkusour
narkotika. Untuk menjalankan kewenangan tersebut, maka

disusun proses penyidikan oleh BNN terhadap penyalahgunaan

> Irwan Jasa Tarigan, Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi
Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika,
(‘Yogyakarta:CV Budi Utama, 2017), him. 90.

6 Pasal 1 ayat (1) PP1/2009



dan peredaran gelap narkotika tersebut bisa dilaksanakan dengan
cara seperti yang disebutkan dalam UU Narkotika Pasal 75.

Kepolisian bisa menjalin kerjasama dengan BNN dalam
penanganan terhadap kasus narkotika. Dalam melaksanakan
penanganan, polisi harus berkoordinasi dengan BNN (Pasal 70
butir c UU Narkotika), dan memberitahukan kepada BNN terkait
dengan penanganan yang dilakukan terhadapa kasus narkotika
(Pasal 84 UU Narkotika). Polisi mempunyai beberapa
kewenangan yang sama dengan kewenangan penanganan yang
dimiliki oleh BNN. Bentuk-bentuk kewenangan tersebut adalah
melakukan pencegahan terhadap peredaran serta penyalahgunaan
narkotika, = melakukan  penyitaan  terhadap  narkotika,
memberitahukan telah melakukan penyitaan kepada Kejaksaan
Negri, menyisahkan sebagian kecil barang sitaan untuk sampel di
laboratorium, dan menyelenyapkan narkotika. Abdul Ghaffar
Ruskhan’ menyebutkan bahwa selain adanya BNN, di tubuh
kepolisian juga ada satuan yang mencegah narkotika, sebut saja
Satuan Tugas Narkoba, Unit VV Narkotika, Satuan | Narkotika
yang berada di Polda Metro Jaya, Direktorat Narkotika Polda
Metro Jaya, dan Direktorat Narkoba Mabes Polri.

Kewenangan yang sama ini berpotensi memunculkan
adanya gesekan dan pertentangan karena dua lembaga tersebut
memiliki kewenangan yang sama. Kesamaan wewenang antara
Polisi dan BNN ini sangatlah tidak sesuai dengan konsep sistem

peradilan pidana Indonesia. Pada dasarnya sistem peradilan

7 Abdul Ghaffar Ruskhan, Kompas Bahasa Indonesia, (Jakarta:Grasindo, 2007), him.

50.



pidana Indonesia jelas. Tujuan dalam menciptakan proses sistem
peradilan pidana secara bertahap tersebut sebagaimana upaya
untuk tahapan tersebut memiliki sistem kontrol secara horizontal.
Selain tujuannya untuk mengontrol, perbedaan tugas dan
wewenang dalam setiap komponen sistem peradilan, pidana juga
mengetahui  batas-batas tugas dan pada masing-masing

kewenangannya dan tidak terjadi tumpeng tindih.

KUHAP mepercayai sebuah sistem penyelesaian pidana
secara terpadu atau integrated criminal justice system atau
integrated criminal justice process. Sebagai suatu sistem, proses
penegakan hukum pidana didefinisikan dengan adanya
diferensiasi (pembedaan) wewenang sekiranya setiap komponen
atau aparat penegak hukum, yaitu polisi sebagai penyidik,
kejaksaan sebagai penuntut, dan hakim berwenang untuk
mengadili. Diferensasi tersebut diartikan agar setiap aparat
penegak hukum  mengetahui ruang lingkup serta batasan
kewenangannya. Dengan itu, diharapkan di satu sisi tidak terjadi
adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan wewenang, di sisi lain
bila terjadinya sebuah perkara aparat tidak bisa menanganinya
sama sekali. Artinya ketika ada perkara, ada aparat khusus untuk

menaganinya.®

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) mengungkapkan bahwasanya

8 Eli Laila Kholis, Putusan Mahkama Konstitusi Nomor : 28/PUU-V/2007
Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI
Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Kewenangan Penyidik), (Depok: Pena Multi
Media, 2008), him. 124-125.



pemakai narkoba di Yogyakarta menduduki tingkat pertama di
Indonesia, mayoritas para pemakain narkoba adalah pelajar dan
mahasiswa. Sementara pengedar narkoba adalah residivis yang

mendekam diLP.

“Jumlah penduduk di DIY ada 3,6 juta. Sebesar 2,6
persen salah satunya ialah pemakai narkoba,” kepala Bidang
Pemberantasan Narkoba BNNP DIY AKBP Mujiyana
memberitahukan ke wartawan, kamis(67).

Menurutnya BNN menyakini ada banyak para pemain
lama baik residivis, atau yang saat ini masih mendekam di LP
ikut bermain dan mengendalikan peredaran narkoba di DIY.
Mujiyana mengungkapkan Yogyakarta diketahui menduduki
urutan pertama pemakai narkoba, setelah Badan Narkotika
Nasional (BNN) dengan Universitas Indonesia melangsungkan
penelitian pada akhir 2016 lalu. Dengan banyaknya jumlah
penduduk sedikit dibandingkan provinsi lain, DI'Y menduduki

deretan pertama di atas Jakarta atau Surabaya. °

Dengan Daerah Istimewa Yogyakarta menempati urutan
pertama di atas Jakarta atau Surabaya, penyusun tertarik untuk
meneliti di DIY soal tumpang tindih penanganan kasus Narkoba.
Maka DIY menurut penyusun bisa menjadi objek penelitian yang
akan menghasilkan analisis yang objektif. Seringnya DIY

menangani kasus narkoba maka lebih objektif untuk menarik

9 https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-3550865/awas-yogyakarta-
urutanpertama-pengguna-narkoba-terbanyak, di akses pada tanggal 5 Maret pukul
23.18 WIB.
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kesimpulan  bagaimana permasalahan tumpang tindih
(overlapping) penaganan kasus narkotika. Dari pemaparan dan
penjelasan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk
mengangkat  judul skripsi tentang “DUALISME
PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Dl
YOGYAKARTA (KOMPARASI ANTARA BNN DAN
KEPOLISIAN)”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian dan latar belakang masalah di
atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yang akan menjadi
obyek kajian dalam penelitian ini, yaitu:
1. Bagamaina Dualisme Penanganan Tindak Pidana Narkotika
di BNNP dan POLDA DIY ?
2. Bagaimana Dualisme Koordinasi Penanganan Tindak Pidana
Narkotika di BNNP dan POLDA DIY ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan yang ingin diraih dari penelitian ini

adalah, sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan penanganan
dalam tindak pidana narkotika antara BNNP dan POLDA
DIY.

b. Untuk mengetahui bagaimana koordinasi penanganan
tindak pidana narkotika antara BNNP dan POLDA DIY.



2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian
ini terdiri dari dua aspek, yaitu:

a. Secara teoritis, diinginkan dari penelitian ini dapat
bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu
hukum pada umumnya, serta menambah referensi
keilmuan di bidang hukum.

b. Secara praktis, diingkan dari penelitian ini berguna bagi
pihak pemerintah yaitu BNN dan Kepolisian dalam
melakukan penyidikan tindak pidana narkotika di
Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk
mendapatkan toeri terdahulu dan mencari kepustakaan yang
terkait dengan tugas yang segera dilakukan, lalu menyusun
literatur secara teratur dan rapi untuk diperlukan dalam
penelitian. Adapun kajian yang hampir sama dengan masalah
yang penyusun teliti, diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Nabila Emy Mayasari
dengan judul “Kebijakan BNN (Badan Narkotika Nasional) dan
Polri Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba di
Yogyakarta”'® membahas tentang mencegah dan mengatasi

narkoba dalam skripsi ini menjelaskan pencegahanya dilakukan

10 Nabila Emy Mayasari, “Kebijakan BNN (Badan Narkotika Nasional) dan
Polri Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba di Yogyakarta,” Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).



dengan melakukan kegiatan berbentuk pendidikan, penerangan
dan penyuluhan, dalam menanggulanginya dengan cara represif,
dan rehabilitasi. Dalam hal ini berbeda dengan yang penulis
teliti, meskipun sama-sama melakukan penelitian di BBN dan
Kepolisian namun pembahasannya berbeda, penulis membahas
tentang dualisme penanganan tindak pidanan narkotika di
Yogyakarta antara BNN dan Kepolisian.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Ade Saputra dengan
judul “Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Direktorat Reserse
Narkotika Polda DIY)”*! membahas tentang penyelidikan dan
penyidikan dalam penyalahgunaan narkotika di dalam skripsi ini
menunjukan bahwa meneliti sebuah proses dalam kasus
penyalahgunaan narkotika yang ada di Polda dan kendala apa
saja yang dialami oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan
penyelidikan maupun penyidikan. Dalam hal ini berbeda dengan
penulis, meskipun sama melakukan penelitian terhadap
kepolisian namun pembahasanya berbeda, penulis membahas
tentang kewenangan yang dilakukan oleh Kepolisian untuk
bekerjasama dengan BNN dalam melakukan penanganan tindak
pidana narkotika yang berada di Yogyakarta.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Amalin Candra Saptati
dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembelian Terselubung

(Undercover Buy) dan Penyerahan Yang Diawasi (Controlled

11 Ade Saputra, “Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY),”
Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).



Delivery) Dalam Penanggulangan Tindakan Pidana Narkotika
dan Psikotropika di DIY’'2 membicarakan berkenaan mengenai
penyidikan hukum pidana dalam penyidikan terhadap teknik
Undercover buying dan Controlled delivery yang dijalankan oleh
kepolisian DIY dan bagaimana menanggulangi tindak pidana
narkotika dan psikotropika. Dalam hal ini berbeda dengan
penulis, meskipun sama melakukan penelitian terhadap
kepolisian namun pembahasanya berbeda, penulis membahas
tentang bagaimana upaya Kepolisian bekerja sama dengan pihak
BNN dalam kasus tindak pidana narkotika untuk melakukan

penanganan terhadap kasus yang berada di D.l.Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik
Untuk menganalisis dan meneliti lebih lanjut tentang
mengapa penanganan tindak pidana narkotika yang dilakukan
oleh dua instansi dan siapa yang lebih berhak untuk penangan
dalam kasus tindak pidana narkotika antara BNN dan Kepolisian
penulis menggunakan beberapa teori tentang Hukum Pidana,
yaitu: teori kepastian hukum dan teori sistematis hukum.
Teori Kepastian Hukum
Kepastian suatu perihal (Keadaan) yang absolut,
ketentuan atau Kketetapan. Pokok pada hukum harus
sebanding dan seimbang. Tentu Sebagai kode etik dan

absolut karena kode etik harus membentuk suatu sistem yang

12 Amelin Candra Saptati, “Tinjauan Yuridis Pembelian Terselubung
(Undercover Buy) dan Penyerahan Yang Diawasi (Controlled Delivery) Dalam
Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di DIY,” Skripsi Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).
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dinilai layak. Kecuali hukum tidak absolut dan tidak
dilakukan dengan pasti maka fungsinya tidak akan berjalan.
Kepastian hukum ialah suatu persoalan yang hanya bisa
ditanggapi secara normatif, bukan sosiologis.*®

Menurut Utrecht, kepastian hukum terdapat dua
pemahaman, yaitu pertama, memiliki aturan yang berupa
universal membuat masyarakat bisa memahami apa yang
boleh diperbuat atau tidak boleh dibuat, dan kedua, adanya
keadaan hukum bagi universal dari kekuasaan pemerintah
karena adanya aturan yang berupa universal dapat memahami
apa saja yang boleh dilaksanakan atau diwajibkan oleh
negara terhadap universal.'*

Prinsip kepastian hukum ini bermula dari prinsip Yuridis-
Dogmatik yang bersumber pada paham ideologi filsafat di
dunia hukum, yang menjurus melihat hukum sebagai sesuatu
yang berdaulat, yang bebas, karena bagi pengikut ideologi
ini, tidak hanya sebuah rangkaian tatanan hukum. Bagi
pengikut paham ini, wujud hukum tidak hanya sebuah
terbentuknya kepastian hukum. Kepastian hukum dibentuk
oleh hukum dengan berupa menciptakan suatu aturan hukum
yang berbentuk umum. Bentuk umum dari susunan hukum

menerangkan bahwa hukum tidak diciptakan untuk

13 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami
Hukum, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), him. 59.

14 Ridwan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1999), him. 23.
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membentuk keadilan atau kemanfaatan, kecuali sama sekali
untuk kepastian.®

Teori Pemidanaan

Pemidanaan suatu penghukuman (punishment) yakni
dasar hukum dalam ketentuan memiliki arti, menetapkan hukum
atau memutuskan tentang hukumannya. Dengan ini, dapat juga
diartikan sebagai bentuk penjatuhan pidana oleh hakim yang
merupakan perwujudan atau kenyataan dari ketentuan pidana

dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.®

Menurut Sudarto adanya perbedaan istilah hukuman dan
pidana. Isitilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai
sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan
pelanggaran hukum, baik, hukuman pidana maupun perdata,
sedangkan istilah pidana ialah dalam pengertian khusus yang
berkaitan dengan hukuman pidana. Artinya, adanya suatu hal
terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana.

Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.’

F. Metode Penelitian
Metodologi penelitian adalah karakter hukum, aturan, dan
tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan melalui kaidah
ilmiah dalam melaksanakan suatu penelitian dalam koridor

keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan

15 Achamd Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan
Sosiologis), (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), him. 95.

16 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2002), him. 129.

17 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,
(Bandung: Alumni, 2005), him. 19.
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secara ilmiah.'® agar mempermudah dan mengarahkan penelitian
yang dilakukan, maka penyusun menyajikan beberapa hal terkait
metode penelitian yang digunakan oleh penyusun diantaranya:
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian
lapangan (field research), dimana sumber data diketahui di
lapangan lalu dianalisis dengan menggunakan kerangka teori
yang ada untuk dapat menarik kesimpulan yang benar dan
akurat. Objek yang menjadi sumber data dalam penelitian ini
adalah BNN dan Kepolisian di Yogyakarta.
2. Sifat penelitian
Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian
deskriptif analitik yaitu penelitian dengan cara memusatkan
perhatianya kepada masalah-masalah melalui pengumpulan,
menyusun, dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan
selanjutnya diberi penilaian.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis-empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah bahwa
dalam melakukan analisi permasalahan yang dilakukan
dengan cara mengkombinasi bahan-bahan hukum yang
merupakan data skunder dengan data primer yang didapatkan
dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi
melalui studi lapangan BNN dan Kepolisian yaitu tentang

penanganan tindak pidana narkotika di daerah DIY.

18 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk llmu-llmu
Sosial, (Jakarta: salemba humanika, 2010), him. 3.
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4. Sumber data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:
a. Sumber Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh peneliti
secara langsung dari sumber pertama baik dari individu
atau perorangan seperti hasil wawancara atau observasi.
Adapun sumber data primer dari penelitian ini meliputi
wawancara dan observasi yang dilakukan di BNN dan
Kepolisian di DIY dalam penanganan tindak pidana
narkotika
b. Sumber Data Sekunder
Sumber Data sekunder adalah data yang diperoleh
peneliti dari sumber yang sudah ada dan bahan hukum
dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan.®
Sumber data sekunder dalam penelitian ini bisa berupa
peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan
dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini.
c. Sumber Data Tersier
Sumber Data Tersier berupa sumber selain
sumber data primer dan sekunder yaitu website, kamus
atau sumber lain yang berkaitan erat dengan penelitian
ini.
5. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data menghasilkan deskripsi cerita detail,
analisis dan interpretasi fenomena. penyusun mengumpulkan

data dengan cara:

19 Maria SW, Sumardjono, Metodologi Penelitian IImu Hukum, (Yogyakarta:
Universitas Gadjah Mada, 2004), him. 70.
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a. Observasi
Observasi adalah suatu kegiatan mencari data
dengan melihat, mengamati dan mencermati objek dan
perilaku yang dapat digunakan untuk memberikan suatu
kesimpulan atau diagnosis.
b. Wawancara
Wawancara  dalam pengumpulan data
dimaksudkan untuk memahami lebih lanjut dan
memperoleh data atau info sebanyak mungkin suatu
kejadian dan atau kegiatan subjek penelitian. Wawancara
adalah suatu metode pengumpulan data dengan
melakukan pertanyaan dan jawaban pada lawan bicara
yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada
tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan
pewawancara untuk memperoleh informasi.
c. Dokumnetasi
Dokumentasi adalah salah satu  metode
pengumpulan data kualitatif ~menggunakan cara
menganalisis atau melihat dokumen-dokumen yang
dibuat oleh subjek sendiri maupun oleh orang lain tentang
subjek.
6. Teknis analisa data
Analisis data pada penelitian ini mengaplikasikan analisis
data kualitiatif. Artinya analisis data dilakukan melalui
pengaturan data secara logis dan sistematis. Dapat
disimpulkan bahwa analisis data kualitiatif adalah metode

pengolahan data dengan cara menganalisis data yang
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menghasilkan data deskriptif analisis, yang dilakukan sesuai
dengan data, mengunsurkan data, memilah-milihnya menjadi
satu bentuk yang dapat ditata, menggabungkannya,
memeriksa dan mendapatkan pola, menemukan apa-apa yang

penting, dan apa-apa yang dipelajari.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman penulisan skripsi ini
secara keseluruhan, agar mendapatkan hasil penelitian yang
sistematis, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama membahas tentang pendahuluan, yang akan
menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang
termasuk didalamnya juga jenis penelitian, sifat penelitian,
pendekatan, metode pengumpulan data, dan analisis data, serta
sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang Penjabaran Kerangka
Teoritik yang terdapat pada bab pertama tinjauan umum tentang
narkoba dan pengertian narkotika ~dalam menangani
penyalahgunaan dan wewenang BNN dan Kepolisian DIY yang
dibagi menjadi dua sub pembahasan, sub pertama membahas
tentang pelaksanaan penanganan dan penyalahgunaan narkotika
adapun upaya-upaya dalam menagani narkotika oleh BNN dan
sub bab kedua tentang pelaksanaan penanganan dan
penyalahgunaan narkotika maupun upaya-upaya preventif dan
refresif yang dilakukan oleh Kepolisian.
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Bab ketiga membahas tentang kedudukan wewenang
anatara BNN dan Kepolisian di DIY yang terdiri dari dua
pembahasan. Sub pertama berisi tentang wewenangan dan
peraturan yang dilakukan BNN dalam tindak pidana narkotika
dikaitkan dalam tindak pidana narkotika Undang-Undang 35
Tahun 2009 tentang narkotika dan kewenangan peraturan dalam
tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh kepolisian DIY
berdasarkan Undang-Undang. Sub kedua berisi menjelaskan
tentang mengapa masih banyak penyalahgunaan narkotika di
daerah DIY.

Bab keempat membahas dan menganalisis tentang
Pilihan Hukuman berdasarkan kewenangan BNN dan Kepolisian
dalam proses penanganan tindak pidana narkotika yang terdiri
dari dua sub pembahasann. Sub pertama menjelaskan tentang
Bagaimana Penerapan hukuman berdasarkan Undang-Undang
dalam proses penanganan tindak pidana narkotika oleh BNN dan
Kepolisian di DIY. Dan sub bab kedua menjelaskan tentang
mengapa masih banyak penyalahgunaan narkotika di daerah
DIY.

Bab kelima Penutup, Berisi tentang kesimpulan-
kesimpulan dari permasalahan yang telah dianalisis pada bab-bab
sebelumnya serta berisi saran-saran yang berguna demi kemajuan

ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas, kesimpulan yang dapat diambil
adalah :

1. Penanganan tindak pidana narkotika yang dilakukan BNN dan
Kepolisian DIY vyang memiliki kewenangan penyidikan
penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dengan
mengacu kepada Undang-Undang atau hukuman pidana yang
ada. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 75
tentang narkotika BNN mempunyai kewenangan dalam
memberantas penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap
narkotika, dalam melakasanakan tugas tersebut BNN diberikan
wewenang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan
terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan
prekursour narkotika. Namun Kepolisian disini lebih luas dalam
penanganan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh BNN
dalam penanganan terhadap kasus narkotika, Polisi juga memiliki
beberapa kewenangan yang sama dan perbedaan dengan
kewenangan penanganan lebih luas yang dimiliki oleh BNN.
Bentuk-bentuk  persamaan kewenangan tersebut adalah
melakukan pencegahan terhadap peredaran serta penyalahgunaan
narkotika, perbedaannya adalah Dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf g tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang mendasari kepolisian untuk
melakukan penyidikan yaitu Polisi bertugas melakukan
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penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-
undang lainnya, dimana narkoba adalah salah satu tindak pidana
yang merupakan tindak pidana khusus, polisi juga melakukan
penyidikan pada narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif
lainnya, terkait dalam tindak pidana narkoba pada bahan
adiktifnya disandari oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan misalnya obat-obatan yang berbahaya sering
diungkap oleh polda yakni obat trihexphenidyl.wewenang BNN
dan Kepolisian yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai sanksi yang dijatuhkan
atau menerapkan hukuman jenis-jenis tindak pidana narkotika
dan juga mengunakan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika demikian pula Badan Narkotika Nasional
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan sanksi
hukuman tindak pidana narkotika, dan bagi pihak Kepolisian dan
juga polisi yang berada di wiliyah Kepolisian daerah (Polda)
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain menggunakan 2
(dua) peraturan perundang-undangan tersebut bagi pelaku tindak
pidana narkotika juga ditambah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

. Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana kejahatan
extra ordinary crime sehingga dari sistim perspektif sistim
peradilan pidana diberikannya kewenangan tindakan pidana
narkotika berarti menempatkan Badan Narkotika Nasional sejajar

dengan Kepolisian Republik Indonesia sebagai sub sitim dalam
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peradilan pidana yang menangani kasus tindak pidana narkotika,
dalam bentuk koordinasi ini salah satunya ialah koordinasi yang
dilakukan oleh  BNN dan Kepolisian dalam melaksanakan
penanganan yang dimana ini disebutkan dalam Pasal 70 butir ¢
dan UU narkotika (BNN berkoordinasi dengan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
dan Prekursor Narkotika), dan Pasal 84 UU narkotika
menyebutkan (dalam melakukan penyidikan Kepolisian harus
berkoordinasi dan memberitahukan terkait dengan penanganan
yang dilakukan terhadap kasus narkotika kepadan BNN begitu
pula sebaliknya). merupakan respon atas perkembangan tindak
pidana narkotika, kewenangan yang begitu luas yang diberikan
kepada Badan Narkotika Nasional dalam rangka mencegah
berkembangnya tidak pidana narkotika yang semakin terorganisir
dan mencakup wilayah antar Negara baik Regional maupun
Internasinal. Kewenangan yang sama antara Penyidik Badan
Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 81
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
khusunya bidang penyidikan berpotensi menimbulkan konflik
kewenangan, tumpang tindih kewenangan (overlapping) antara
Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia.
Maka dari itu sebelum adanya tumpang tindih dalam penyidikan
BNN dan Polda yang merupakan dibidang narkotika melakukan
rapat antara kedua intsansi tersebut agar tidak terjadinya tumpeng

tindih dalam penangan penyidikan maupun koordinasi.
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B. Saran

Berpijak pada hasil penelitian dan analisa serta kesimpulan

seperti dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan saran sebagai
berikut :

1.

Lahirnya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika yang memberikan kewenangan penyidikan yang
begitu luas perlu didukung oleh aparat penegak hukum yang

profesioal, serta sarana dan prasarana perlu disiapkan.

. Dalam rangka rekonstruksi kewenangan penyidik Badan

Narkotika Nasional, lembaga legislative maupun eksekutif perlu
menata kembali (Rekonstruksi) kewenangan Badan Narkotika
Nasional agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping)

keweangan dengan Kepolisian Republik Indonesia.

. Di masa yang akan datang kewenangan Badan Narkotika

Nasional dikhususkan terhadap tindak pidana yang dilakukan
oleh pejabat penting dan berpengaruh,mendapat perhatian yang
meresahkan masyarakat luas menyangkut 1 Kg / 10 Ons jenis
narkotinya dan dari perspektif sistim peradilan pidana, Badan
Narkotika Nasionalsebagai sub sistim dari peradilan pidana
diharapkan memiliki penuntut umum narkotika, hakim narkotika
dan mempunyai pengadilan sendiri dan mempunyai tujuan yang

samadalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika.
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